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Pertanyaan Penelitian (Rumusan Masalah)

« Bagaimana bentuk kegiatan advokasi yang dilaksanakan oleh Program Studi Hukum
UMSIDA untuk meningkatkan kepatuhan perizinan UMKM di Kabupaten Sidoarjo?

« Apa kebaruan utama OSS-RBA dalam proses perizinan berusaha dibandingkan OSS
non-RBA?

& www.umsida.ac.id umsida1912 Y umsida1912 f ﬁi’m}ﬁﬁ?gdiyah € umsidal912



Metode

Jenis penelitian:Hukum empiris Pendekatan perundang- Teknik pengumpulan data: wawancara,
undangan (Statute Approach) studi lapangan, dokumentasi

Jenis penelitian: Hukum empiris Pendekatan konseptual Analisis data:

(Conceptual Approach) deskriptif kualitatif
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Hasil dan Pembahasan

Advokasi Prodi Hukum UMSIDA terhadap Kepatuhan Hukum UMKM di Sidoarjo
* Program Studi Hukum UMSIDA melaksanakan advokasi non-litigasi melalui sosialisasi hukum, konsultasi dan edukasi perizinan,
pendampingan teknis OSS-RBA, serta fasilitasi penerbitan NIB yang fterintegrasi dalam mata kuliah Hukum Bisnis, Hukum
Administrasi Negara, dan program Pengabdian Masyarakat (ABDIMAS). Kegiatan ini bertujuan meningkatkan literasi hukum
dan kepatuhan administratif UMKM terhadap perizinan berbasis risiko. Hasilnya, dari 1.635 NIB yang terbit pada periode
2023-2025, sebanyak 132 NIB (6%) merupakan konftribusi langsung pendampingan Prodi Hukum UMSIDA, yang menunjukkan
efektivitas model advokasi akademik dalam mendorong legalisasi usaha.

Tabel 4. Diagram Persentase

Ke’rerongon: Tahun 2024 (14%)
« Sebesar 6% penerbitan NIB pada periode 2023-2025 merupakan hasil
pendampingan Prodi Hukum UMSIDA, sedangkan 94% berasal dari
jalur lainnya. Persentase ini menegaskan bahwa intervensi advokasi
akademik memiliki kontribusi nyata dalam meningkatkan kepatuhan
perizinan UMKM serta memperkuat formalitas usaha di Kabupaten
Sidoarjo.

. Tahun 2023 (17%)

Umsida (6%)

Tahun 2025 (63%)
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Hasil dan Pembahasan 2

Aspek SPPL UKL-UPL AMDAL
Skala usaha Rendah / kecil Menengah Besar
Tingkat ristko (OS5- Risiko rendah Risiko menengah Risiko tinggi
RBA)
) .. . Signifikan, luas, dan
Dampak lingkungan Minimal Cukup signifikan fesiplals
Bentuk dokumen Pernyataan kesanggupan Haiamen pepeclolaan dan KaJLan dampak
pemantauan lingkungan
Proses perizinan Sederhana dan cepat Administratif dan teknis Panjang dan komprehensif
Kewajiban kajian :
i Tidak ada Ada Ada (mendalam)
. Usaha mikro, warung, . Pertambangan, industri
Contoh kegiatan bexigkal kiecil Hotel kecil, gudang Wl

Tabel Perbedaan SPPL, UKL-PL, AMDAL

Kebaruan utama OSS-RBA terletak pada penerapan klasifikasi risiko yang menentukan kewajiban dokumen lingkungan
secara proporsional melalui mekanisme penapisan otomatis dan integrasi digital. Berbeda dengan sistem sebelumnya yang tidak
membedakan secara tegas tingkat risiko, OSS-RBA menetapkan kewajiban bertingkat—SPPL untuk risiko rendah, UKL-UPL untuk
risiko menengah, dan AMDAL untuk risiko finggi—sehingga perizinan menjadi lebih adil, efisien, dan terukur. Implikasinya, UMKM

berisiko rendah memperoleh kemudahan melalui prosedur sederhana dan cepat tanpa mengabaikan prinsip perlindungan
lingkungan, sekaligus memperkuat kepastian hukum dalam proses perizinan berusaha
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Temuan Penting Penelitian

Temuan 1. Penelitian ini menunjukkan bahwa advokasi non-litigasi Program Studi Hukum
UMSIDA melalui sosialisasi, edukasi perizinan, pendampingan OSS-RBA, dan fasilitasi penerbitan
NIB yang terintegrasi dengan pembelajaran dan ABDIMAS efektif meningkatkan kepatuhan
perizinan UMKM. Model advokasi akademik tersebut tfidak hanya bersifat administratif, tetapi
juga meningkatkan literasi hukum dan kesadaran legalitas usaha. Kontribusi 6% terhadap total
penerbitan NIB periode 2023-2025 menegaskan dampak nyata pendampingan dalam
mendorong formalisasi usaha di Kabupaten Sidoarjo.

—>

Temuan 2. Kebaruan OSS-RBA terletak pada penerapan pendekatan berbasis risiko yang
menggantikan sistem seragam pada OSS non-RBA, termasuk integrasi izin lingkungan dan
penyederhanaan kewajiban melalui klasifikasi risiko. Perubahan ini memperkuat efisiensi proses,
kepastian waktu layanan, dan kepastian hukum, sehingga UMKM memperoleh akses legalitas
yang lebih proporsional, sederhana, dan terukur sesuai tingkat risiko usahanya.
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Manfaat Penelitian

‘  Meningkatkan kepatuhan hukum UMKM

 Memberikan kepastian hukum dan
perlindungan usaha

 Mendukung pembangunan ekonomi
« Mempermudah akses pembiayaan dan lokal di Kabupaten Sidoarjo

program pemerintah

 Mendorong keberlanjutan dan
pengembangan usaha UMKM
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